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PEMERINTAH PROPINSI RIAU

PERATURAN DAERAH PROPINSI RIAU

NOMOR 2 TAHUN 2003

TENTANG

SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Menimbang :

Mengingat :

TAHUN ANGGARAN 2002
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR RIAU,

bahwa Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi
Riau Tahun Anggaran 2002, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah
Swatantra Tingkat | Sumatra Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112);

2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3839);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan,
Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Tahun 1975 Nomor 5);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan
(Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12
Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3569);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Restribusi
Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang
Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);

4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas
Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997
Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688);
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Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan
Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha
Keuangan Daerah, Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan
Belanja daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 6);

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan
Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran
Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan
Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang,
Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden
(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-
contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,
Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah, dan Perhitungan Penyusunan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1980 tentang
Petunjuk/Pedoman Tata Administrasi Bendaharawan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan
Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-269 Tahun 1986 tentang
Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta
Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-379 Tahun 1987 tentang
Penggunaan Sistem Digit dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 1998 tentang Bentuk
dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah;

Peraturan Daerah Propinsi Riau Nomor 17 Tahun 2002 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2002;

Peraturan Daerah Propinsi Riau Nomor 17 Tahun 2002 tentang Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2002;



Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI RIAU

MEMUTUSKAN
Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI RIAU TENTANG SISA
PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2002
Pasal 1

Jumlah Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2002 terdiri
atas :

a. PENDAPATAN

- Pendapatan ... Rp. 2.129.631.502.338,90
b. BELANJA

1. Rutin ..., Rp. 557.179.869.896,00

2. Pembangunan ................... Rp. 1.137.675.436.602,33

Rp. 1.714.855.306.498,33

Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Berlebih ........ccooiii e RP.414.776.195.840,57

Pasal 2

Jumlah Perhitungan Pendaoatan dan Belanja Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran
2002 terdiri atas :

a. Pendapatan .................oociiiiiiiiicie e Rp. 13.362.124.041,00

b. Pengeluaran ..........ccoviiiiiiiii Rp. 13.362.124.041,00

Sisa Perhitungan Urusan Kas dan Perhitungan .................. Rp. ,00
Pasal 3

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud
dalam pasal 1, tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini yang terdiri dari :

1. Lampiranl Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
2. Lampiran Il Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
3. Lampiran Il Daftar Rekapitulasi Perubahan APBD Menurut Bidang

Pemerintahan dan Organisasi Perangkat Daerah;
4.  Lampiran IV Daftar Piutang Daerah;
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Lampiran V Daftar Investasi (penyertaan) Daerah;

Lampiran VI Daftar Dana Cadangan;

Lampiran VII Daftar Utang atau Pinjaman Daerah;

Lampiran VIII Neraca Daerah Tahun Anggaran yang lalu;

Lampiran 1X Peraturan Daerah Propinsi Riau Nomor 1 Tahun 2003 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2003;

Lampiran X Keputusan Gubernur Riau Nomor 06 Tahun 2003 tentang

Penjabaran Anggaran Pendapatan, Kegiatan dan Proyek Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2003.

Pasal 3

(1) Ringkasan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud
dalam pasal 1 dan 2, menurut C-1/ sebagaimana tercantum dalam Lampiran | Peraturan
Daerah ini.

(2) Bentuk dan Susunan Perhitungan Kas dan Pencocokan antara Sisa Kas dan Sisa
Perhitungan APBD, menurutC.1l sebagaimana tercantum dalam Lampiran Il Peraturan
Daerah ini.

(3) Rincian dari Ringkasan Perhitungan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

a.

b.

g.

lampiran Peraturan Daerah (C-l) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Il
Peraturan Daerah ini;

Perhitungan Pendapatan (C/I) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan
Daerah ini;

Ringkasan Perhitungan Pendapatan (Lampiran C/I) sebagaimana tercantum dalam
Lampiran V Peraturan Daerah ini;

Perhitungan Belanja Rutin (Lampiran C/I/R) sebagaimana tercantum dalam Lampiran
VI Peraturan Daerah ini;

Ringkasan Perhitungan Belanja Rutin (Lampiran C/I/R) sebagaimana tercantum dalam
Lampiran VII Peraturan Daerah ini;

Perhitungan Belanja Pembangunan (C/I/P) sebagaimana tercantum dalam Lampiran
VI Peraturan Daerah ini;

Ringkasan Perhitungan Belanja Pembangunan (Lampiran C/I/P) sebagaimana
tercantum dalam Lampiran IX Peraturan Daerah ini;

(4) Rincian Urusan Kas dan Perhitungan (UKP) dimaksud Pasal 1 yaitu :

a.

b.

UKP Penerimaan menurut C/IP/UKP sebagaimana tercantum dalam Lampiran X
Peraturan Daerah ini;
UKP Penerimaan menurut C/IB/UKP sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI
Peraturan Daerah ini;

Pasal 4

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 3merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Pekanbaru
Pada tanggal 28 April 2003

GUBERNUR RIAU
TTD

SALEH DJASIT, SH

Diundangkan di Pekanbaru
Pada tanggal 29 April 2003

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU
TTD

H. ARSYAD RAHIM
Pembina Utama Madya NIP. 010049979

LEMBARAN DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2003 NOMOR 14
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